BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang telah dipaparkan
sebelumnya terkait “Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Administrasi Jakarta
Pusat” dapat disimpulkan bahwa:
1. Kehadiran Rapat
Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap penyandang
disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas bagi mereka untuk menghadiri
Musrenbang di tingkat kota. Mekanisme pengundangan, dukungan logistik,
dan aksesibilitas yang telah diatur dengan baik mencerminkan komitmen
pemerintah dalam mewujudkan partisipasi inklusif. Namun, jumlah
perwakilan mereka pada Musrenbang Kota sangat terbatas. Belum lagi
kehadiran para penyandang disabilitas di tingkat bawah seperti Rembuk RW,
Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan sangat jarang
ditemukan. Pemerintah perlu menetapkan kuota representasi penyandang
disabilitas di setiap tingkatan Musrenbang, dari Rembuk RW hingga
Musrenbang Kota, demi memastikan keterlibatan yang lebih inklusif.
2. Keterlibatan dalam Diskusi
Penyandang disabilitas turut berpartisipasi dalam sesi Sidang Pleno dan
Sidang Kelompok, namun waktu yang terbatas serta struktur diskusi yang
formal sering kali menghambat kontribusi mereka. Meskipun pemerintah
memberikan kesempatan untuk berbicara, banyak penyandang disabilitas
merasa bahwa durasi tersebut tidak mencukupi untuk menyampaikan
kebutuhan mereka secara komprehensif. Terbatasnya waktu membatasi
partisipasi optimal penyandang disabilitas, sehingga mengurangi pengaruh

mereka dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.
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Pemerintah perlu mempertimbangkan forum Musrenbang khusus yang lebih
inklusif untuk penyandang disabilitas.
. Sumbangan Pemikiran

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memberikan usulan
dan gagasan dalam Musrenbang, dan pemerintah berusaha mengakomodasi
masukan ini. Namun, keterbatasan anggaran dan perbedaan prioritas
kebijakan menghambat realisasi usulan. Meski begitu, pemerintah
memastikan semua masukan dicatat dalam notulen resmi untuk
dipertimbangkan dalam Musrenbang tingkat provinsi. Pemerintah perlu
menetapkan kebijakan prioritas dengan alokasi anggaran tahunan yang
terjamin untuk secara khusus memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
. Tanggapan dan Penolakan

Respons pemerintah terhadap usulan penyandang disabilitas masih
belum optimal. Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sering kali tidak
disertai dengan penjelasan yang jelas, sehingga menimbulkan
ketidakpuasan di kalangan penyandang disabilitas. Meski pemerintah
berupaya menyampaikan hasil Musrenbang secara digital, keterbatasan
akses teknologi justru memperdalam kesenjangan, menghambat
penyandang disabilitas untuk memahami dan terlibat dalam proses ini.
Pemerintah perlu menyediakan laporan hasil Musrenbang dalam format
ramah disabilitas dan melakukan sosialisasi transparan untuk memastikan

aspirasi penyandang disabilitas terakomodasi dengan adil.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Menetapkan Kuota Representasi Penyandang Disabilitas di Setiap
Tingkatan Musrenbang
Penyandang disabilitas berharap dilibatkan lebih aktif dalam forum
tingkat bawah, sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat didengar dan
dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah perlu
membentuk forum inklusif di setiap tingkatan, mulai dari RW hingga
Kecamatan, sebagai ruang diskusi dan representasi formal di Musrenbang
tingkat lebih tinggi. Langkah ini akan memastikan partisipasi yang lebih
menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas dalam
pembangunan.
2. Pembentukan Forum Khusus Penyandang Disabilitas
Guna mengatasi keterbatasan waktu yang mungkin membatasi diskusi,
pemerintah  dapat mempertimbangkan untuk membentuk forum
Musrenbang khusus bagi penyandang disabilitas. Forum ini akan
memungkinkan penyandang disabilitas berdiskusi lebih dalam mengenai
isu-isu yang relevan dengan mereka, tanpa terburu-buru oleh batasan waktu.
Selain itu, hasil dari forum khusus ini dapat dipertimbangkan dan
digabungkan ke dalam agenda utama Musrenbang, sehingga lebih inklusif
dan akomodatif.
3. Mengalokasikan Anggaran Tetap untuk Prioritas Penyandang Disabilitas
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan prioritas yang secara khusus
mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dengan alokasi anggaran
yang terjamin setiap tahunnya. Kebijakan ini sebaiknya memasukkan
kebutuhan spesifik penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas utama
dalam perencanaan anggaran, sehingga dukungan anggaran untuk
penyediaan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas tidak

terabaikan akibat prioritas kebijakan lainnya..
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4. Peningkatan Transparansi dan Aksesibilitas Informasi
Untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas hasil Musrenbang bagi
penyandang disabilitas, pemerintah harus menyediakan laporan hasil
Musrenbang yang mudah diakses dan dalam berbagai format ramah
disabilitas. Format ini dapat berupa teks sederhana, audio, braille, atau video
dengan teks terjemahan. Selain itu, diadakan sesi sosialisasi khusus yang
menjelaskan hasil Musrenbang secara terbuka dan memberikan informasi
terkait alasan di balik setiap keputusan. Upaya ini akan memudahkan
penyandang disabilitas dalam memahami hasil Musrenbang dan

membangun rasa kepercayaan pada proses tersebut.
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